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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KIP  Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024  disusun untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU

untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ini menyajikan

menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang

ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran

strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang   seharusnya   terwujud.

Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Komisi Independen Pemiliah (KIP) Kabupaten Nagan Raya pada awal Tahun

2024 secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu sebesar sebesar Rp. 22.637.944.000,

(dua puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh

empat ribu rupiah). dan menerima hibah langsung sebesar Rp.32.080.240.000-,(tiga

puluh dua miliyar delpaan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga

total alokasi pagu yang di terima oleh KPU Kabupaten Nagan Raya menjadi sebesar

Rp.54.718.184.000,-( lima puluh empat milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus

delapan puluh empat ribu rupiah) dan setelah revisi menjadi Rp. 40.885.696.730 (

empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan

puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp.

53.610.274.481( lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus

tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah ) dengan persentase

sebesar 97.98 %.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara

langsung,   umum,   bebas,   rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara

Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara

Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.Berdasarkan

Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan

Pemilih/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah, (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan

Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan

tersebut, dilaksanakan dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pembuatan LK ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

menyatakan setiap kementerian/lembaga untuk dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada APBN/APBD, Pearaturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah;
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dan keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nagan Raya atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat

kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LK ini memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama Tahun

Anggaran 2024.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Nagan Raya dalam

rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam

pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem

keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka

berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya merupakan wujud

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Nagan Raya atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama

Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024

tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement)

Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian

kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan

hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja
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B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Ketua bersama Anggota Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten

Nagan Raya sebagai penyelanggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 2016; dan

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas wewenang dan kewajiban

KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Ummum Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Perubahan  Atas Peraturan Komisisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provisi. Dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang

menjadi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Sebagai berikut :

1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Nagan Raya mempunyai tugas:

a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b) memberikan dukungan teknis administratif;

c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu;

d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden

dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas

sebagaimana uraian di atas menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di

lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
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c) pelaksanaan pengelolaan  sumber  daya manusia, ketatausahaan,

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di

lingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota;

d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

pelaksanaan  pendistribusian  perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e) pelaksanaan dokumentasi   hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di

bidang penyelenggaraan Pemilu:

f) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta

penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;

g) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU

Kabupaten/Kota;

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud penjelasan

diatas Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang:

a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan

Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan

oleh KPU;

b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

c) memberikan  layanan  administrasi,  ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
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C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabuapten/Kota, struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagan Raya Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS

KPU

KABUPATEN

NAGAN RAYA

SUBBAGIAN

KEUANGAN,

UMUM, DAN

LOGISTIK

SUBBAGIAN

TEKNIS

PENYELENGGA

RAAN

PEMILU,PARTISI

PASI, DAN

HUBUNGAN

MASYARAKAT

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

PERENCANAA

N, DATA DAN

INFORMASI

SUBBAGIAN

HUKUM DAN

SUMBER

DAYA

MANUSIA
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Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta

pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang

pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, KPU Kab/Kota berpedoman pada PKPU

yang mengatur keseragaman sistem administrasi Tata Naskah Dinas, sehingga terdapat suatu

kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung

penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pedoman ini sekaligus juga berperan mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau

tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi KPU RI.

Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat KPU

Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan

penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum,

dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU

Kabupaten/Kota.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis

dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan

informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis

dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum,

dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi

penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia

di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

5. Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan.
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D. KONDISI INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya sampai dengan 31 Desember

2024, sebanyak 13 orang; yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Nagan

Raya sebanyak 4 orang, Fungsional 4 orang, non struktural Sekretariat 8 orang, Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 8 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 3 orang,

Pramubakti 2 orang, sopir  1 orang dan Adminitrasi 2 orang.

Jumlah Pegawai KPU  Nagan Raya

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Pegawai Honorer Total

S1 5 8 13

D III 1 0 1

SMA 7 3 9

Jlh 13 11 23

Gambar 1.2

S1 ,14

D III, 1

SMA,12
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Jumlah PNS Berdasarkan Status Kepegawaian

Suber : Subbagian Hukum dan SDM (Desember, 2024)

Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Subbagian Hukum dan SDM (Desember, 2024)

Upaya pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber

daya manusia terhadap pegawai sekretariat terus dilakukan. Bentuk kegiatan

yang ditawarkan kepada pegawai sekretariat yang memenuhi syarat yakni

melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai orientasi tugas hingga

program S2 Tata Kelola Pemilu (TKP). Apabila dilihat berdasarkan latar

belakang tingkat pendidikan  terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS

di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya terdiri dari pegawai

dengan latar belakang Pendidikan dapat dilihat pada data berikut:

NO STATUS KEPEGAWAIAN
JUMLAH
(orang)

PERSENTASE
(%)

1 PNS ORGANIK 16 100%
2 PNS DIPEKERJAKAN (DPK) - -

TOTAL 16 100%

NO JENIS KELAMIN
JUMLAH
(orang)

PERSENTAS
E (%)

1 PEREMPUAN 4 25
%2 LAKI-LAKI 12 75
%TOTAL 16 100
%
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Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

TINGKAT

NO PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI PERSENTASE (%)TERAKHIR YANG (orang)

DITAMATKAN

1 Sarjana Strata 2 (S2) 3 19%

2 Sarjana Strata 1 (S1) 7 44%

3 Diploma 3 (D3) 1 6%

4 SMA/SMK/STM 5 31%

TOTAL 16 100%
Sumber : Subbagian Hukum dan SDM (Desember, 2024)
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E. BAGAN HUBUNGAN ORGANISASI

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diatur hubungan

kerja organisasi yakni:

a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota. Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan  kerja

antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan

kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas

seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.

b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan. Divisi anggota KPU

mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang

menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing

anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU

Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi

terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris

KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota

mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait

dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota.

Sebagai langkah penguatan Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya dalam
melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2018, maka struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten
Nagan Raya pada tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3  Tahun 2023 tentang  Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KIP Kabupaten Nagan Raya sudah

memiliki Gudang sendiri , Inventarisasi sarana dan prasarana KIP Kabupaten Nagan Raya

tahun 2024, terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua

barang yang perolehannya dari Anggaran APBN.

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran

serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

BAB 1

Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis KPU Kabupaten Nagan Raya serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi KPU Kabupaten Nagan Raya.

BAB 2

Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Nagan Raya

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Nagan Raya, dengan

cara menganalisis setiap penyataan kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten

Nagan Raya. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU

Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB 4

Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU Kabupaten

Nagan Raya serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU

Kabupaten Nagan Raya untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni

“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi

Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna

memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan

kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,

profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi”

terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen,

kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara

wakil dan Konstituen;

2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi

yang harus diselesaikan secara  tepat. Masalah ini mengakibatkan

maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola

Pemerintaha

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan

berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

akan melemahkan persatuan dankesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah

yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan

berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran  lembaga

pers  dan  penyiaran  belum  optimal,  rendahnya literasi masyarakat, akan

menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang

ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam

periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 adalah :
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“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang
Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari

komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang

jujur, adil, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum, berkompeten,

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan

kepentingan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan

transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,

efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi

Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari

upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di

bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional

dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta

peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu dengan rincian

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak

dengan kepada berpedoman perundang-undangan dan kode etik

penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruhpemangku kepentingan.
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Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi

Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua,

yakni:1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan

kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi

potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan

melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang

telah ditetapkan sebagai berikut :1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan

berintegritas;2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien

dan efektif;3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur

dan Adil.4. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang

akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan

Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat

2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu terwujudnya

Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar

Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
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pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis

untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan

tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan  yang

disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi;

d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan  Kinerja merupakan   komitmen  yang  mempresentasikan tekad

danjanji  untuk mencapai kinerja yang jelas dan  terukur dalam rentang waktu  satu

tahun   tertentu  dengan  mempertimbangkan sumber daya yang  dikelola. Penetapan

Kinerja  KIP Kabupaten Nagan Raya  Tahun 2024 disusun  berdasarkan  pada Rencana

Kinerja Tahun 2024 yang telah  ditetapkan.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya menyusun dan menyampaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam Satu Tahun guna

meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran

sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam

mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagan Raya melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-

indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan

realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian

kinerja KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023. Rumus yang digunakan

untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian

indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan,

dilakukan dengan menggunakan rumus:

Targat-(Realisasi-Targat)
Persentase Pencapaian Kinerja = X 100

Target

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian

indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan,

dilakukan dengan menggunakan rumus:

Targat-(Realisasi-Targat)
Persentase Pencapaian Kinerja =                                                  x 100

Target
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Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap
indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan
kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang
menghambat pencapaian  target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan
petaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datan.

A. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2024,  KPU Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan sebanyak 26

indikator kinerja dari 12 sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU

Kabupaten Nagan Raya. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja

secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi

dari pencapaian indikator kinerja. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat

ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Penentuan

indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur

sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nagan Raya melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-

indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan basil pencapaian kinerja.

Pengukuran Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah

untuk mengetahui apakah Sasaran Kegitan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan

Raya telah sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Tahun Anggaran 2024 KIP

Kabupaten Nagan Raya melakukan 2 (dua) Program 26 (dua belas) Kegiatan Sebagai

Berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta

penyusunan Pemilu yang efektif dan efesian ( penugasan dari Perjanjian Kinerja

dan Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Persentase fasilitas pengelolaan
perencanaan program dan
anggaran pemilu

100% 100% 100%

Pengukuran dari fasilitas pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu

Ukuran Keberhasilan : pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu sesuai

target.
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Pengukuran dari Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah

ditetapkan Ukuran Keberhasilan :  meningkatnya jumlah revisi yang di lakukan dalam satu

tahun sebanyak 22 kali dari yang di target 10 kali.

Tabel 3.1.: Hasil revisi tahun 2024

No DIPA TA 2024
Tanggal

Pengesahan Pagu Ket

1
DIPA AWAL 24 November 2023

Rp
26,933,493,000

2
DIPA REVISI

KE 1 03 Februari 2024
Rp
26,933,493,000

Restrukturisasi
Anggaran ke 1

3
DIPA REVISI

KE 2 13 Februari 2024
Rp
22,208,425,000

Restrukturisasi
Anggaran ke 2

4
DIPA REVISI

KE 3 19 Februari 2024
Rp
22,208,425,000

5
DIPA REVISI

KE 4 01 April 2024
Rp
22,263,285,000

Restrukturisasi
Anggaran ke 3

6
DIPA REVISI

KE 5 05 April 2024
Rp
22,263,285,000

7
DIPA REVISI

KE 6 22 April 2024
Rp
32,525,055,000

Penambahan Pagu
Hibah Tahap I

8
DIPA REVISI

KE 7 15 Mei 2024
Rp
32,525,055,000

9
DIPA REVISI

KE 8 04 Juni 2024
Rp
32,525,055,000

10
DIPA REVISI

KE 9 12 Juli 2024
Rp
32,525,055,000

11
DIPA REVISI

KE 10 16 Juli 2024
Rp
32,525,055,000

12
DIPA REVISI

KE 11 22 Juli 2024
Rp
32,525,055,000

13
DIPA REVISI

KE 12 01 Agustus 2024
Rp
32,525,055,000

14
DIPA REVISI

KE 13 19 September 2024
Rp
33,054,309,000

Restrukturisasi
Anggaran ke 4

15
DIPA REVISI

KE 14 15 Oktober 2024
Rp
54,872,779,000

Penambahan Pagu
Hibah Tahap II

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran

serta penyusunan Pemilu yang efektif dan efesian ( penugasan dari

Perjanjian Kinerja dan Renstra)

No Indik
ator

Target Realisasi Capaian

2
.

Jumlah revisi yang
dilakukan terhadap rencana
kerja yang telah ditetapkan

10 kali 100% 200%
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16
DIPA REVISI

KE 15 11 November 2024
Rp
54,561,250,000

Restrukturisasi
Anggaran ke 5

17
DIPA REVISI

KE 16 03 Desember 2024
Rp
54,561,250,000

18
DIPA REVISI

KE 17 17 Desember 2024
Rp
54,718,184,000

Restrukturisasi
Anggaran ke 6

19
DIPA REVISI

KE 18 23 Desember 2024
Rp
54,718,184,000

20
DIPA REVISI

KE 19 24 Desember 2024
Rp
54,718,184,000

21
DIPA REVISI

KE 20 27 Desember 2024
Rp
54,718,184,000

22
DIPA REVISI

KE 21 27 Desember 2024
Rp
54,718,184,000

Pengukuran dari kemampuan memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan

Pemilu Ukuran Keberhasilan : mampu memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan

Pemilu.

Pengukuran dari Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta

penyusunan Pemilu yang efektif dan efesian ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan

Renstra) Ukuran Keberhasilan :  sesuai target yang yang di rencanakan dan tepat waktu

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta

penyusunan Pemilu yang efektif dan efesian ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan

Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian1 2 3 4 5

3.

Persentase kemampuan
memfasilitasi penyusunan
peraturan pelaksanaan Pemilu

80% 100% 100%

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya perencanaan program dan anggaran serta

penyusunan Pemilu yang efektif dan efesian ( penugasan dari Perjanjian Kinerja dan

Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

4. Persentase pengelolaan data
kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian, serta pemeliharaan
dan inventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan.

100% 100% 100%
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yang telah di tetapakan oleh KPU baik pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan

inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan.



22

Pengukuran dari Persentase mampu memfasilitasi kegiatan kampanye  Pemilu

damai, taat aturan, dan ketentuan perundangang-undanganinventarisasi logistik

Pemilu/pemilihan Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya kegiatan Kampanye pemilu damai

sesuai dengan ketentuan perundangang-undangan.

Sasaran Strategis 2 : Terlaksananya Kampaye Pemilu damai (Penugasan dari

perjanjian Kinerja dan Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Persentase mampu memfasilitasi
kegiatan kampanye  Pemilu
damai, taat aturan, dan ketentuan
perundangang-
undanganinventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan.

100% 100% 100%
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Pengukuran dari Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu Ukuran

Keberhasilan : Terlaksananya pemutakhiran data pemilih tepat waktu mulai dari

DPS,DPSHP,DPT dan DPTb sehingga sesuai target yang di rencanakan.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan (Penugasan dari

Perjanjian Kinerja dan Renstra )

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Persentase pemutakhiran data
pemilih tepat waktu

100% 100% 100%
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Pengukuran dari Persentase mampu memfasilatasi persiapan kegiatan pemungutan

dan perhitungan suara dengan baik Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya kegiatan

pemungutan  dan perhitungan suara dengan baik.

Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya Pemungutan Suara dengan baik (Penugasan dari

Perjanjian Kinerja dan Renstra )

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Persentase mampu memfasilatasi
persiapan kegiatan pemungutan
dan perhitungan suara dengan
baik 100% 100% 100%
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Pengukuran dari Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Ukuran

Keberhasilan :Terselesainya Pelaporan keuangan sesuai dengan target yang di rencanakan.

Pengukuran dari laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK-BMN yang

datanya sesuai Data SAKTI Keberhasilan : laporan Barang Milik Negara berdasarkan

SIMAK-BMN yang datanya sesuai Data SAKTI sesuai dengan target yang di rencanakan.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Jumlah laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan

2 Laporan 100% 100%

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

2.

Jumlah laporan Barang Milik
Negara berdasarkan SIMAK-
BMN yang datanya sesuai Data
SAKinventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan.

2 Laporan 100% 100%



26

Pengukuran dari Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat

diselesaikan ukur Keberhasilan : permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat

diselesaikan dengan baik sesuai dengan target.

Pengukuran dari Persentase Penyampaian Laporan Pertanggiung Jawaban

Penggunaan Anggaran LPPA yang berbasis SOMONIKA yang valid dan tepat waktu Ukur

Keberhasilan : Penyampaian Laporan Pertanggiung Jawaban Penggunaan Anggaran LPPA

yang berbasis SOMONIKA sesuai dengan target yang di rencanakan.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

3. Persentase permasalahan dalam
pengelolaan keuangan yang dapat
diselesaikan

100% 100% 100%

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

4.

Persentase Penyampaian
Laporan Pertanggiung Jawaban
Penggunaan Anggaran LPPA
yang berbasis SOMONIKA yang
valid dan tepat waktu

100% 100% 100%



27

Pengukuran dari Penyelesaian pertanggung jawaban penggunaaan anggaran sesuai

ketentuan oleh pejabat perbendaharaan.Ukur Keberhasilan : Penyelesaian pertanggung

jawaban penggunaaan anggaran sesuai ketentuan oleh pejabat perbendaharaan sesuai

dengan target yang di rencanakan dan tepat waktu.

Pengukuran dari pembayaran honorarium, Uang kehormatan, gaji dan tunjangan

pegawai tepat waktu ukur Keberhasilan : penyelesaian pembayaran honorarium. Uang

kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

5.

Persentase Penyelesaian
pertanggung jawaban
penggunaaan anggaran sesuai
ketentuan oleh pejabat
perbendaharaan.

100% 100% 100%

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku (Penugasan dari perjanjian kerja)

No Indikator Target Realisasi Capaia
n1 2 3 4 5

6.

Persentase penyelesaian
pembayaran honorarium. Uang
kehormatan, gaji dan tunjangan
pegawai tepat waktu 100% 100% 100%

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana

dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya

(Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaia
n1 2 3 4 5

1. Persentase ganguan keamanan
yang dapat ditangulangi

100% 100% 100%
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Pengukuran dari Persentase ganguan keamanan yang dapat ditangulangi ukur

Keberhasilan : penyelesaian ganguan keamanan yang dapat ditangulangi dengan tepat.

Pengukuran dari Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang

bersamaan dalam waktu dan tempat ukur Keberhasilan : Rapat dapat di laksanakan dengan

waktu bersamaan satu lokasi dengan ruang berbeda.

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana

dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya

(Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaia
n1 2 3 4 5

2.

Persentase ruangan rapat yang
dapat digunakan tidak ada yang
bersamaan dalam waktu dan
tempat. 70% 100% 130%
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Pengukuran dari sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang
berfungsi dengan ukur Keberhasilan : Meningkatnya jumlah sarana transportasi untuk
mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Pengukuran dari pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan aturan kearsipan yang
valid dan tepat ukur Keberhasilan : Terlaksananya pengelolaan Arsip Inaktif sesuai dengan
aturan kearsipan yang valid dan tepat sesuai yang di targetkan.

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana

dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya

(Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

3.

Persentase sarana transportasi
untuk mendukung kinerja
pegawai yang berfungsi dengan

baik.tempat.SOMONIKA yang
valid dan tepat
waktuSAKinventarisasi logistik
Pemilu/pemilihan.

100% 100% 100%

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana

dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya

(Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No Indikator Target Realisasi Capaia
n1 2 3 4 5

4.

Persentase hasil rapat pleno yang
ditindaklanjuti paling lambat 4
hari

100% 100% 100%
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Pengukuran dari sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang

berfungsi dengan ukur Keberhasilan : Terlaksananya hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti

paling lambat 4 hari sesuai yang di targetkan.

Pengukuran dari gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik.ukur

Keberhasilan : Meningkatnya gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik.

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan

prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya

(Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra).

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

5.

Persentase pengelolaan Arsip
Inaktif sesuai dengan aturan
kearsipan yang valid dan tepat
waktu. 80% 80% 100%

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan

prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan

dari perjanjian kerja dari Renstra).

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

6.

Persentase gedung dan gudang
yang berfungsi dengan baik.

80% 80% 100%
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Pengukuran dari kepatuhan dan ketertiban pengelolan Barang Milik Negara yang

Material..ukur Keberhasilan : Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban pengelolan Barang

Milik Negara yang Material.

Sasaran Strategis 6 : Tersedianya operasional perkantoran dan dukungan sarana dan

prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KIP Kabupaten Nagan Raya (Penugasan

dari perjanjian kerja dari Renstra).

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

7

Persentase kepatuhan dan
ketertiban pengelolan Barang
Milik Negara yang Material..

98% 100% 100,02%
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Pengukuran dari Nilai administrasi kenerja..ukur Keberhasilan : Meningkatnya
Nilai administrasi kenerja melebihi dari yang di tergetkan.

Pengukuran dari Nilai Maturitas SPIP ukur Keberhasilan : Tercapainya Nilai Nilai

Maturitas SPIP sesuai yag di Targetkan.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya akuntabilitas kenerja di lingkungan KIP

Kabupaten Nagan Raya (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)Renstra).

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1. Nilai administrasi kenerja
B BB 112%

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya penyelenggaraan SPIP (Penugasan dari perjanjian

kerja dari Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1. Nilai Maturitas SPIP

90 90% 100%
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Pengukuran dari Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem

informasi yang aman, handal dan lancar ukur Keberhasilan : Tercapainya Persentase sarana

dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.

Pengukuran dari permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai

dengan SOP ukur Keberhasilan : Tercapainya permohonan informasi yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai dengan SOP.

Pengukuran dari permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai

dengan SOP ukur Keberhasilan : Tercapainya permohonan informasi yang ditindaklanjuti

melalui PPID sesuai dengan SOP.

Sasaran Strategis 9 : Tersedianya data, informasi , sarana dan prasarana teknologi

informasi serta penerapan e-government KPU  (Penugasan dari perjanjian kerja dari

Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Persentase sarana dan prasarana
teknologi informasi untuk sistem
informasi yang aman, handal dan
lancer 100% 100% 100%

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat

serta akurat  (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Persentase permohonan informasi yang

ditindaklanjuti melalui PPID sesuai

dengan SOP 100% 100% 100%
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Pengukuran dari informasi yang dan publikasi tahapan pemilu yang

ditampilkankan di media publikasi KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari

kerja ukur Keberhasilan : informasi yang dan publikasi tahapan pemilu yang

ditampilkankan di media publikasi KIP Kabupaten Nagan Raya paling lambat 1 (satu) hari

kerja sesuai dengan target.

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat

serta akurat  (Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

2.

Persentasi informasi yang dan
publikasi tahapan pemilu yang
ditampilkankan di media
publikasi KIP Kabupaten Nagan
Raya paling lambat 1 (satu) hari
kerja

100% 100% 100%
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Pengukuran dari pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam

rangka peningkatan kompentensi SDM ukur Keberhasilan: meningkat pegawai yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompentensi SDM.

Sasaran Strategis 11 : Terwujudnya pengembangan sumber daya manusia

(Penugasan dari perjanjian kerja dari Renstra)

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Persentase pegawai yang telah
mengikuti pendidikan dan
pelatihan dalam rangka
peningkatan kompentensi SDM 80% 100% 120%
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Pengukuran dari Jumlah Bandan Adhoc yang selesai di bentuk ukur Keberhasilan:

meningkat Jumlah Bandan Adhoc yang selesai di bentuk.

Sasaran Strategis 12 : Terbentuknya badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang

akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Jumlah Bandan Adhoc yang
selesai di bentuk

716 orang 1.233
orang

172%
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Pengukuran dari Persentase pembentukan Badan Adhoc untuk pemilu 2024 sesuai

tahapan dan jadwal pemilu ukur Keberhasilan: ter bentukannya Badan Adhoc untuk pemilu

2024 sesuai tahapan dan jadwal pemilu sesuai yang di targetkan.

Sasaran Strategis 12 : Terbentuknya badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang
akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No Indikator Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

1.

Jumlah Bandan Adhoc yang
selesai di bentuk

716 orang 1.233
orang

172%

Sasaran Strategis 12 : Terbentuknya badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yang

akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No Indikat
or

Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5

2.

Persentase pembentukan Badan
Adhoc untuk pemilu 2024
sesuai tahapan dan jadwal
pemilu 100% 100% 100%
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C. REALISAS ANGGARAN

Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan unsur penunjang

pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu dan Pilkasa tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagan Raya. Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Nagan Raya

Tahun 2024 dengan anggran awal sebesar sebesar Rp. 26.933,493,000, ( dua puluh enam

miliyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ).

Dari pagu awal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya melakukan revisi

sebanyak 22 kali dimana ada penambahan anggaran Daana Hibah yaitu pada revisi ke 6

Rp. 32.525.055,000-,(tiga puluh dua miiyar lima ratus dua puluh lima juta lima puluh

lima ribu rupiah ) dan revisi ke 14 menjadi Rp.54.872.779.000,-(lima puluh empat

miliyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah ),

kemudian dilakukan restrukturisasi Anggaran pada revisi ke 22 menjadi

Rp.54.718.184.000,-(lima puluh empat miliyar tujuh ratus delapan belas juta depan

puluh empat rinu rupiah) Sehingga jumlah tersebut telah direalisasikan

Rp.53.610.274.481,-(lima puluh tiga miliyar enam ratus sepuluh juta dua ratu tujuh

puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) dengan persentase sebesar 97,98 %.
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BAB IV

PENUTUP

Secara umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan baik.
Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 12 (dua belas kegiatan)
kegiatan sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Nagan Raya
BA (076) Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655785/2024 tanggal 24 Novem-
ber 2024sudah di laksanakan semua kegiatan sesuai dengan tahapannya.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun
demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan,
dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah,
masyarakat, dan para pemangku kepentingan

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah
berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun ekster-
nal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai
secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun
yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan
produktifit.asnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian
Kinerja ini masih belum memenuhi harapan.

Adapun kekurangan yang masih di hadapi oleh KIP Kabupaten Nagan Raya
dalam mewujudkan capaian-capaian kinerja yang telah di tetapkan dalam Perjanjian
Kinerja maupun Renstra yang di buat oleh KIP Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Sarana dan Prasaran terutama gedung kantor KPU Kabupaten Nagan Raya masih
memerlukan perhatian dari KPU RI karena gedung KPU Kabupaten Nagan Raya
saat ini masih merupakan gedung yang di bangun oleh Pemda Nagan Raya yang
pada hakikatnya sudah sangat memerlukan renovasi yang layak.

2. Untuk gudang KPU Kabupaten Nagan Raya saat ini masih meyewa kepada pihak
ketiga. Besar harapan kiranya di tahun-tahun mendatang KPU Kabupaten Nagan
Raya sudah memiliki Gudang sendiri yang layak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka
KPU Kabupaten Nagan Raya akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai
kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan.
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Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Nagan
Raya dalam rangka mempertahankan capaian-capaian kinerja KPU Kabupaten Nagan
Raya antara lain :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang lebih variatif baik melalui
media maupun pendidikan pemilih;

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif da-
lam pemutakhiran daftar pemilih;

3.  Senantiasa melakukan layanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan in-
formasi kepemiluan.

4.  KPU kabupaten Nagan Raya di tahun 2024 akhir melakukan renovasi atap ge-
dung kantor sumber dana APBN.

Laporan Kinerja ini kiranya dapat menjadi sumber informasi dan menjadi batu lon-

catan bagi KPU Kabupaten Nagan Raya sendiri untuk lebih dapat meningkatkan

kinerja sehingga KPU Kabupaten Nagan Raya dimasa mendatang semakin prima da-

lam melakukan pelayanan publik dan dapat merealisasikan target-target yang telah di

tetapkan dengan capaian-capian yang lebih baik lagi.





K O M I S I P E M I L I H A N U M U M
K A B U P A T E N N A G A N R A Y A

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No.03 Komplek Perkantoran Suka Makmue
Telp : (0655) 714 1090 Fax : (0655) 714 1093

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Mukdaksir, S.H.
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Suka Makmue, 10 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARIF BUDIMAN

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

AGUS MUDAKSIR, S.H.
NIP.19830828 200912 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya perencanaan

program dan anggaran serta

penyusunan Pemilu yang efektif

dan efesian (penugasan dari

Perjanjian Kinerja dan Renstra)

Persentase fasilitas pengelolaan
perencanaan program dan anggaran
pemilu

100%

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap

rencana kerja yang telah ditetapkan 10 kali

Persentase kemampuan memfasilitasi
penyusunan peraturan pelaksanaan
Pemilu

80 %

Persentase pengelolaan data

kebutuhan, pengadaan,

pendistribusian, serta pemeliharaan

dan inventarisasi logistik

Pemilu/pemilihan.

100%

2 Terlaksananya Kampaye Pemilu

damai (Penugasan dari

perjanjian Kinerja dan Renstra)

Persentase mampu memfasilitasi

kegiatan kampanye Pemilu damai,

taat aturan, dan ketentuan

perundangang-undangan

100%

3 Terwujudnya data pemilih

secara berkelanjutan

(Penugasan dari Perjanjian

Kinerja dan Renstra )

Persentase pemutakhiran data pemilih

tepat waktu

100 %

Terlaksananya Pemungutan

Suara dengan baik (Penugasan

dari Perjanjian Kinerja dan

Renstra )

Persentase mampu memfasilatasi

persiapan kegiatan pemungutan dan

perhitungan suara dengan baik

100 %

5 Terwujudnya pengelolaan

Barang Milik Negara sesuai

dengan peraturan dan

perundangan yang berlaku

(Penugasan dari perjanjian kerja

Jumlah laporan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan

2 Laporan

Jumlah laporan Barang Milik Negara

berdasarkan SIMAK-BMN yang

datanya sesuai Data SAK

2 Laporan



dari Renstra) Persentase permasalahan dalam

pengelolaan keuangan yang dapat

siselesaikan

100%

Persentase Penyampaian Laporan

Pertanggiung Jawaban Penggunaan

Anggaran LPPA yang berbasis

SOMONIKA yang valid dan tepat

waktu

100%

Persentase Penyelesaian pertanggung

jawaban penggunaaan anggaran

sesuai ketentuan oleh pejabat

perbendaharaan.

100%

Persentase penyelesaian pembayaran

honorarium. Uang kehormatan, gaji

dan tunjangan pegawai tepat waktu

100%

6 Tersedianya operasional

perkantoran dan dukungan

sarana dan prasarana guna

meningkatkan kelancaran tugas

KIP Kabupaten Nagan Raya

(Penugasan dari perjanjian kerja

dari Renstra)

Persentase ganguan keamanan yang

dapat ditangulangi

100%

Persentase ruangan rapat yang dapat

digunakan tidak ada yang bersamaan

dalam waktu dan tempat.

70%

Persentase sarana transportasi untuk

mendukung kinerja pegawai yang

berfungsi dengan baik.

100%

Persentase hasil rapat pleno yang

ditindaklanjuti paling lambat 4 hari

100%

Persentase pengelolaan Arsip Inaktif

sesuai dengan aturan kearsipan

80 %

Persentase gedung dan gudang yang

berfungsi dengan baik.

80%

Persentase kepatuhan dan ketertiban

pengelolan Barang Milik Negara yang

Material.

98 %

7 Meningkatnya akuntabilitas

kenerja di lingkungan KIP

Nilai administrasi kenerja B



Kabupaten Nagan Raya

(Penugasan dari perjanjian kerja

dari Renstra)

8 Meningkatnya penyelenggaraan

SPIP (Penugasan dari perjanjian

kerja dari Renstra)

Nilai Maturitas SPIP 3.3

9 Tersedianya data, informasi ,

sarana dan prasarana teknologi

informasi serta penerapan e-

government KPU (Penugasan

dari perjanjian kerja dari

Renstra)

Persentase sarana dan prasarana

teknologi informasi untuk sistem

informasi yang aman, handal dan

lancar

100%

10 Meningkatnya kualitas layanan

informasi dan data yang cepat

serta akurat (Penugasan dari

perjanjian kerja dari Renstra)

Persentase permohonan informasi

yang ditindaklanjuti melalui PPID

sesuai dengan SOP

Persentasi informasi yang dan

publikasi tahapan pemilu yang

ditam[ilkan di media publikasi KIP

Kabupaten Nagan Raya paling lambat

1 (satu) hari kerja

100%

11 Terwujudnya pengembangan

sumber daya manusia

(Penugasan dari perjanjian kerja

dari Renstra)

Persentase pegawai yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan

dalam rangka peningkatan

kompentensi SDM

80%

12 Terbentuknya badan Adhoc

Penyelenggara Pemilu yang

akuntabel sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

Jumlah Bandan Adhoc yang selesai di

bentuk

716 orang

Persentase pembentukan Badan

Adhoc untuk pemilu 2024 sesuai

tahapan dan jadwal pemilu

100%



Program Anggaran

1 Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses

Konsolidasi Demokrasi

Rp. 19.840.011.000

2 Program Dukungan Manajemen Rp. 2.423.274.000
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